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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat,
taufig dan hidayah-Nya, telah kami susun Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
Tahun 2025 Semester | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Lumajang.

Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat ini pada satu sisi
mengacu pada potensi, peluang, kendala dan kemampuan yang tersedia. Oleh
karena itu Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat ini sebagai pedoman
kerja bagi semua jajaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan
Perdagangan Kabupaten Lumajang, juga memberikan orientasi pada hasil yang
ingin dicapai, dengan mengutamakan akuntabilitas kinerja yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Akhirnya dengan tersusunnya Penyusunan Laporan Survei Kepuasan
Masyarakat Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan
Perdagangan Kabupaten Lumajang ini diharapkan akan semakin meningkatkan
kinerja segenap aparat Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan
Perdagangan Kabupaten Lumajang sehingga menghasilkan manfaat yang optimal
bagi masyarakat Lumajang. Amin.

Lumajang, 7 Juli 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan
penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan
Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan
Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Keterlibatan
masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan
berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong
kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96
Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi
penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian
kinerja pelayanan publik guna meningkatkan Kkualitas pelayanan yang
diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan
diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar
pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan pada Dinas
Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan sebagai
salah satu penyedia layanan publik di Pemerintah Kabupaten Lumajang, maka
perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna
layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan
pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum
data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi
metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat,
maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan

masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan




perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan
tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-

hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan SKM
a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
c. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat,

terhadap mutu dan kualitas pelayanan jasa dan administrasi yang telah

diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan

Perdagangan Kabupaten Lumajang.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam
menilai kinerja penyelenggara pelayanan,;

2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik;

3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif
dalam menyelenggarakan pelayanan publik;

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam
penyelenggara pelayanan publik;

2. Mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan publik yang telah

3. dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;

4. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak

lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;




. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil
pelaksanaan pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik;

. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan publik di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam upaya peningkatan
kinerja unit penyelenggara pelayanan;

. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit

penyelenggara pelayanan.




BAB I
PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Pelaksanaan SKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang dilaksanakan secara
terpusat oleh Bagian Organisasi, artinya seluruh tahapan penyelenggaraan SKM
yang meliputi : (a) penyusunan instrumen survei, (b) penentuan besaran dan
teknik pengambilan sampel, (c) menentukan responden, (d) pelaksanaan survei,
(e) mengolah hasil survei dan (f) menyajikan dan melaporkan hasil survei
seluruhnya dilaksanakan oleh Bagian Organisasi. Namun untuk penyusunan
| laporan hasil pelaksanaan SKM dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Selain itu, peran Dinas Koperasi,
Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan selaku Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik (UP3) adalah : (a) menyediakan data
pengguna layanan, dan (b) menyusun rencana tindak lanjut dan (c)
menindaklanjuti prioritas / saran perbaikan berdasarkan hasil pelaksanaan

survei.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner secara elektronik (google
form) yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9
pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik, serta tambahan 2 unsur pelayanan mendasari
Pedoman MCP KPK tahun 2025 dengan jumlah 6 pertanyaan tambahan.
Kesebelas unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang yaitu:
a. Unsur 1 - Persyaratan layanan: Persyaratan adalah syarat yang harus

dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis

maupun administratif.




. Unsur 2 — Sistem, mekanisme dan prosedur: Prosedur adalah tata cara
pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk
pengaduan.

. Unsur 3 — Waktu layanan: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang
diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis
pelayanan.

. Unsur 4 - Biaya/ tarif. Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada
penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari
penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara
penyelenggara dan masyarakat.

. Unsur 5§ - Produk spesifikasi jenis pelayanan: Produk spesifikasi jenis
pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari
setiap spesifikasi jenis pelayanan.

. Unsur 6 — Kompetensi atau kemampuan pelaksana: Kompetensi
pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi
pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman

. Unsur 7 — Perilaku pelaksana: Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas
dalam memberikan pelayanan.

. Unsur 8 — Penanganan pengaduan, saran dan masukan: Penanganan
pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan

pengaduan dan tindak lanjut.

i. Unsur 9 — Sa rana dan prasarana: Sarana adalah segala sesuatu yang

dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana
adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya
suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda
yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak
bergerak (gedung).

. Unsur 10 — Transparansi pelayanan: Transaparansi pelayanan adalah

sebuah keterbukaan penyediaan informasi yang jelas tentang standar
pelayanan dan kemudahan akses informasi pelayanan.

. Unsur 11 - Integritas petugas pelayanan: Integritas petugas pelayanan
merupakan sebuah perilaku yang menunjukkan konsistensi atas sikap
kejujuran atau yang menunjukkan kebenaran dari tindakan yang dilakukan

oleh petugas pelayanan.




Dimana unsur 10 dan unsur 11 merupakan unsur tambahan dalam area
pengawasan yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
dalam lingkup pelayanan publik.

Sebagaimana diketahui mendasari Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor 14 Tahun 2017, SKM merupakan kegiatan pengukuran secara
komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan
yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hasil dari pelaksanaan
SKM akan menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM merupakan
hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.
Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).

2.3 Metode Analisis SKM

a. pengukurannya menggunakan skala Likert dengan skala 1 s.d 4. Skala Likert
adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner
(angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset
berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert
adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan
persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan
publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat
persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu
dari pilihan yang tersedia

b. jumlah pertanyaan pada kuesioner terdapat 15 pertanyaan utama dengan
tujuan untuk mengetahui persepsi responden atau pengguna layanan atas
performansi / kinerja UP3 yang terdiri dari 9 pertanyaan mendasari 9 unsur
pengukuran kepuasan masyarakat dan 6 pertanyaan mendasari 2 unsur
pengawasan pada area pelayanan publik. 2 Unsur tambahan yaitu unsur
transparansi pelayanan terdiri dari keterbukaan informasi dan kemudahan
akses pelayanan serta unsur integritas petugas pelayanan terdiri dari perilaku
petugas pelayanan yang terhindar dari perilaku korupsi seperti suap,

pungutan liar, gratifikasi dan nepotisme.

2.1 Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat
Untuk pengukuran tingkat kepuasan responden digunakan skala Likert

dengan jumlah genap Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri PAN dan RB




Nomor 14 Tahun 2017 untuk pengukuran unit pelayanan publik, yakni
menggunakan skala Likert (1 — 4) untuk kuesioner dan kemudian dikonversi
menggunakan skala 100 untuk analisa. Skala dan interval konversi, serta
keterangan nilai atau predikat nilai hasil SKM :

Tabel 1. Nilai Interval dan Nilai Mutu Pelayanan
SKALA/

INTERVAL MUTU PREDIKAT NILAI
NILAI R@ITSIE (100) PELAYANAN | MUTU PELAYANAN
1 100-259 | 25,00 — 6499 D Tidak Baik
2 | 260-306 | 6500—76.60 C Kurang Baik
3 | 3.06-353 | 76.61—88.30 B Baik
4 | 353-400 | 88.371—100 A Sangat Baik

IKM diukur berdasarkan skor nilai rata-rata (mean score) jawaban dari
topik pertanyaan yang menjadi parameter. Hal ini karena antar kategori
responden dan parameter diasumsikan memiliki bobot yang sama. Nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang"

masing-masing unsur pelayanan baik unsur pelayanan versi Permenpan Nomor

14 Tahun 2017 maupun unsur pelayanan versi MCP KPK. Pada penghitungan
IKM terhadap 9 indikator pelayanan dan 2 indikator pelayanan tambahan setiap
unsur pelayanan yang dihitung memiliki komponen penimbang yang sama.
Guna mempermudah interpretasi atas hasil dari IKM, selanjutnya hasil dari IKM
tersebut akan dikonversikan dengan nilai dasar sebesar 25, sehingga nantinya

akan didapatkan nilai interval konversi dan penilaian mutu pelayanan. |

2.2 Lokasi Pengumpulan Data
Lokasi dan waktu pengumpulan data responden dilakukan di lokasi unit |
pelayanan pada waktu jam layanan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan }
sendiri oleh responden sebagai penerima layanan melalui link google form yang i
dilakukan secara terpusat dan dikirimkan oleh petugas dari Bagian Organisasi
Setda.

2.3 Waktu Pelaksanaan SKM
Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tiap 1

(satu) semester dengan rincian sebagai berikut:




Tabel 2. Waktu Pelaksanaan SKM

No. Keglatan Waktu Pelaksanaan Sufmiah

Hari Kerja

1. Pengambllan data sampel responden 12 — 26 Mei 2025 14 hari

2. Pengiriman kuesioner ke responden 12-26 Me| 2025 14 hari

3. Pengolahan data . 27 Mei - 13 Junl 2025 18 hari

4, Penyampalan hasil SKM 23 — 30 Juni 2025 6 hari

5. Penyusunan laporan SKM 1-7 Juh 2025 7 hari

2.4 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi
penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas
Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Lumajang yakni sebanyak 219 orang setelah dilakukan penyaringan data
populasi yang tersedia. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap
jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari
Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum
sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 136

orang.

Tabel 3. Krejcie and Morgan
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BAB

HASIL PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS DATA

3.1 Data Kuesioner

Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan oleh Bagian Organisasi atas

SKM pada Semester | Tahun 2025 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil

Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lumajang diperoleh

hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Nilai SKM Per Unsur

No.

UNSUR PELAYANAN

NILAI
RATA-
RATA

IKM

PREDIKAT
NILAI
MUTU

U1

Persyaratan Pelayanan

3,37

84,17

Baik

U2

Prosedur Pelayanan

3,33

83,33

Baik

U3

Waktu Pelayanan

3,37

84,17

Baik

mey e

us

Produk Pelayahan |

3,30

82,50

ué

Kompetensi Pelaksana

3,40

85,00

U7

3,43

85,83

Perllaku Pelaksana .

313

U9

3,37

84,17

e

8083 @ Bak

U11

lntegrltas':nPetugas Pelayanan

3,25

81,25

100,00
80,00
60,00
40,00
20,00

$5,60

Gambar Grafik 1. Nilai SKM Per Unsur

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
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3.2 Gambaran Nilai IKM

Sebagaimana tabel hasil olah data SKM Semester | tahun 2025 diatas,

dapat disimpulkan bahwa penilaian responden atas pelayanan Dinas Koperasi,

Usa

ha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lumajang,

yaitu :

VERSI PERMENPAN 14/2017

VERSI PENGAWASAN KPK

IKM 83,15 IKM :| 81,04
NILAI MUTU : B NILAI MUTU : B
PREDIKAT : | Baik PREDIKAT | Baik

Secara mutu pelayanan sebagaimana disebut di atas dapat dikategorikan

B (Baik) baik versi Permenpan 14/2017 dan versi KPK, hal ini dikarenakan Dinas

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan telah

berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya perbaikan berupa:

1.
2.
3.

Penanganan Pengaduan
Biaya / Tarif
Transparansi Pelayanan

3.3 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

Adapun unsur pelayanan yang mendapatkan nilai terendah yaitu
Penanganan Pengaduan mendapatkan nilai 3,13, selanjutnya Biaya/ Tarif
yang mendapatkan nilai 3,23 dan Transparansi Pelayanan yang
mendapatkan nilai 3,23.

Sedangkan unsur pelayanan dengan nilai tertinggi yaitu Perilaku Pelaksana
mendapatkan nilai tertinggi 3,43 dan Kompetensi Pelaksana yang
mendapatkan nilai 3,40 serta Waktu Pelayanan mendapatkan nilai tertinggi
berikutnya yaitu 3,37.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari saran/kritik yang disampaikan oleh

masyarakat selaku pengguna layanan serta pengaduan yang masuk melalui

berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa
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saran/kritik/aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam

pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

a. “Kondisi fasade dan penerangan tulisan pasar Pasirian tidak dinyalakan dan
tidak ada tanaman hias yang ditanam, dibiarkan begitu saja. Sangat... ”;

b. “Minta bantuan untuk menyelesaikan masalah baitul mal dan penerima
pinjaman di koperasi agar bunga dapat dikurangi atau mengikuti angsuran
semestinya”;

c. Permohonan bantuan sarpras mesin seller kemasan sachet gula semut untuk
mendukung produktivitas produk gula merah.

d. “Terjerat pinjaman dari bank keliling yang mengganggu dan mengancam,
menyulitkan dalam pembayaran karena kondisi jualan yang sepi”.

Adapun kondisi permasalahan/ kelemahan dari unsur pelayanan dapat
digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penanganan Pengaduan : menyediakan kanal pengaduan yang mudah
diakses oleh masyarakat serta menindaklanjuti setiap pengaduan dengan
tepat dan akuntabel,

2. Biaya/ Tarif : Biaya harus diumumkan secara terbuka melalui media
informasi (website, papan pengumuman, brosur, dil) dan Tidak boleh ada
pungutan liar atau biaya tersembunyi, Jika layanan bersifat bebas biaya,
maka harus dicantumkan secara jelas agar masyarakat tidak tertipu;

3. Transparansi Pelayanan : masih dirasakan belum memenuhi rasa
kepercayaan bagi pengguna layanan.

Dalam rangka mempertahankan sekaligus meningkatkan unsur
pelayanan berupa transparansi pelayanan dan integritas petugas penyelenggara
pelayanan sebagai upaya dalam melakukan pencegahan praktik maladministrasi
dan perilaku korupsi, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen
dan berupaya untuk:

1. Penanganan Pengaduan : terdapat Call Center terkait Pengaduan melalui
nomor WA 085339500704 yang bisa dihubungi 24 jam dengan mengisi
identitas serta melampirkan foto/video pengaduan. Penanganan Pengaduan
dilakukan langsung setelah pengaduan 1 x 24 jam guna meningkatkan
kepuasan dan kepercayaan masyarakat.
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2. Biaya/ Tarif : Mempublikasikan terkait biaya atau tarif yang sudah
dibebaskan atau digratiskan

3. Transparansi Pelayanan : Mempublikasikan Pelayanan apa saja yang
disediakan agar masyarakat dapat mengakses informasi secara terbuka,

jelas, dan akuntabel terkait layanan yang disediakan.

3.4 Tren Nilai SKM Selama 5§ Tahun Terakhir

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau
melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan
publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa
survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap
layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan
publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan
penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan
publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lumajang dapat dilihat

melalui grafik berikut:

Grafik 3. Tren nilai SKM Tahun 2020-2024
Nilai IKM

B s RHETREY

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi
peningkatan cenderung naik turun kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari
tahun 2020 hingga 2025 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian
Dan Perdagangan Kabupaten Lumajang.
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BAB IV
RENCANA TINDAK LANJUT HASIL SKM

4.1 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan
publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh
karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan.
Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur
yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum
Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada tanggal 14
Maret 2025. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas
perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12
bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana
tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 5.Tindak Lanjut SKM Semester | Tahun 2025

Penanganan | Melakukan Semua Bidang
Pengaduan | forward tindak
lanjut setiap
pengaduan
kepada nomor
pemohon,
Melakikan
publikasi
jawaban
pengaduan
melalui Sambat
Bunda

2 | Biaya/Tarf | Mempublikasikan [V [¥ [¥ [V |[SemuaBidang |
o | terkait biaya atau ~ '
tarif yang sudah
dibebaskan atau
digratiskan




3 Transparansi | Mempublikasikan |¥ |Y¥ |Y¥ |Y | SemuaBidang
Pelayanan Pelayanan apa
saja yang
disediakan

4.2 Realisasi Rencana Tindak Lanjut Periode Sebelumnya (Tahun 2024)

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk
mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai
kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan
menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir,
untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, maka (unit
penyelenggara pelayanan) perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan
hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan
agar proses continuous improvement dalam proses layanan publik dapat
dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.
Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun pada periode
sebelumnya, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai
berikut

Tabel 6.Realisasi Tindak Lanjut SKM Periode 2024

memastikan

adanya standar
‘ pelayanan menempatkan Sudah
1 Pg;s;yz;;a;ﬁn tentang | standard pelayanan ditindakia
y pelayanan pada | di bidang njuti

masing-masing
bidang
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memperbarui
SOP pelayanan
pada masing-
masing bidang
yang
melaksanakan
pelayanan

memperbarui SOP

https://diskopindag.|

umajangkab.go.id/lay

anan

mempublish
standard
pelayanan
tersebut melalui
media sosial
dan banner
pelayanan di
lobby kantor /
pasar /
metrologi

mempublish
standard pelayanan
di wibestie

hitps://diskopindag.!
umajangkab.go.id/lay
anan

SN
o S sorin § oere
AA-

Sanphion, xx el

Waktu
Pelayanan

Meriview
Kembali SOP
pelayanan
utamanya pada
waktu «
pelayanan

Evaluasi
penerapan SOP
secara berkala

Rapat evaluasi
SOP

Sudah
ditindakla
njuti

Produk
Layanan

Memperhatikan
kualitas produk
layanan sesuai
dengan

- ketentuan yang
telah ditetapkan

mendata kembali
kesesuaian produk
layanan sebelum
diberikan ke
pengguna layanan

Sudah
ditindakla
njuti

Perilaku
Pelaksana

pimpinan / kabid
/ kasubag
memberikan
arahan dan
peringatan
tentang perilaku
saat
memberikan
pelayanan, (
baik tutur kata
maupun
kerapian dalam
seragam yang di
pakai ).

pemberian arahan
dari Sekretaris
Dinas pada
pemberi layanan

pimpinan / kabid
/ kasubag
memantau

perkembangan

serta perilaku

pelaksana pada

saat layanan
diberikan

pemantauan

pimpinan pada

‘petugas pelayanan

Sudah
ditindakla
njuti
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pemberian reward |

i kepada staff

langsung
memberikan
reward bagi
pelaksana yang
melayani
dengan baik dan
memberikan
teguran kepada
pelaksana yang
tidak
memperhatikan
SOP

da.id/

pengaduan

i yang masuk
Penanganan | melalui website,

5 Pengaduan, | sosial media

Saran dan maupun

Masukan resepsionis

: harus segera di

tindak lanjut

segera di laporkan
kepada atasan atau
bidang yang
bersangkutan

Sudah
ditindakla
njuti

Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui bahwa rencana tindak
lanjut sebanyak 100% (prosentase dihitung dari realisasi tindak lanjut/jumlah
rencana tindak lanjut X 100%).

Guna memastikan rencana tindak lanjut tetap terimplementasi, maka
perlu disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada.
Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan
mendorong diimplementasikannya rencana tindak lanjut antara lain :

a) Persyaratan Pelayanan
e Memastikan adanya juknis tentang pelayanan pada masing — masing

bidang .

e Pembuatan SOP pelayanan pada masing — masing bidang pelaksanan
pelayanan.

e Memastikan pengaduan tentang pelayanan agar terselesaikan dengan
cepat dan tanggap.

e Seluruh pengawai Diskopindag agar memberikan pelayanan yang

mengacu pada pedoman dan aturan tiap jenis pelayanan
b) Waktu Pelayanan

¢ Meningkatkan efektifitas dan efesiensi waktu pelayanan

e Setiap melakukan pelayanan, tamu harus mengisi buku tamu yang sudah
di sediakan agar petugas mengerti maksud serta tujuan dan petugas
dapat mengarahkan sehingga mempercepat waktu pelayanan

¢ Memastikan pengaduan tersampaikan dengan jelas cepat dan tanggap




c) Produk Layanan
e Memperhatikan kualitas produk layanan dengan baik dan benar sesuai
dengan SOP
e Surat keterangan hasil pengujian Maksimal selesai H+1 Pengujian dan
segera menghubungi Wajib Tera Ulang Pemilik UTTP
d) Perilaku Pelaksana
e Seluruh pegawai Diskopindag memberikan pelayanan waijib dengan
memberikan 5S ( Senyum, Sapa, Sopan, Salam dan Santun )
e Seluruh pegawai Diskopindag agar memberikan pelayanan yang
mengacu pada pedoman dan aturan tiap jenis layanan
e Disiplin, Bertanggung Jawab, dan Berloyalitas
e) Penanganan pengaduan, saran dan masukan
¢ Setiap ada pengaduan yang masuk melalui website, sosial media maupun
resepsionis harus segera di laporkan kepada atasan atau bidang yang
bersangkutan
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BAB V
KESIMPULAN

Dalam melaksanakan SKM selama satu periode mulai Januari hingga Juni 2025,
dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pelaksanaan pelayanan publik Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, secara umum
mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM menurut versi
Permenpan RB 81,60 dan Versi KPK 81,25. Meskipun demikian, hasil SKM
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
Kabupaten Lumajang menunjukkan kecenderungan mengalami kenaikan dan
penurunan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga
2025 (semester 1).

Unsur pelayanan yang termasuk unsur terendah dan sekaligus menjadi
prioritas perbaikan yaitu Penanganan Pengaduan, Biaya/Tarif dan Transparansi
Pelayanan.

Sedangkan unsur layanan dengan nilai yang tinggi atau baik dan patut untuk
dipertahankan yaitu Perilaku Pelaksana, Kompetensi Pelaksana dan Waktu
Pelayanan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
Kabupaten Lumajang juga telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut tahun
2024 sebanyak 100%.

Selanjutnya guna peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lumajang Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk
selalu melakukan perbaikan secara konsisten dan berkelanjutan.

Lumajang, 7 Juli 2025
KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
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